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1.1.Konsep Pelayanan publik 
Dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya (survival) manusia 
dituntut berjuang/berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan 
hidup akan terus meningkat seiring waktu dan pertumbuhan dirinya, mulai dari 
lahir sampai dewasa. Bahkan laju peningkatan atau perkembangan kebutuhan 
hidup manusia akan selalu melekat pada kondisi interaksi sosialnya. 
Peningkatan kebutuhan itu akan dimulai dari tingkat yang paling dasar 
(level terendah) sebagai prasyarat hidup yang normal menuju kebutuhan yang 
bersifat menyempurnakan hidup atau  tertinggi derajatnya. Hal ini sesuai dengan 
pendapat Maslow dalam buku Nicholas Henry (1995) yang menyatakan 
kebutuhan hidup manusia itu digolongkan menjadi lima tingkatan, yaitu : 
a. Kebutuhan fisiologis (Phisic needs). Kebutuhan ini bersifat fisik dan 
biologis sebagai syarat utama manusia agar bisa bertahan hidup secara 
normal, maka kebutuhan yang paling dasar ini harus dipenuhinya tanpa 
bisa ditunda-tunda ataupun dihindari, terdiri dari makan, minum, istirahat, 
ketenangan fisik, tidur, hubungan seks, dan kebutuhan-kebutuhan yang 
bersifat individual lainnya. 
b. Kebutuhan akan keselamatan dan keamanan (Safely needs). Kebutuhan ini 
bersifat psikologis. Kebutuhan hidup ini muncul dari sifat dasar manusia 






sebagai makhluk individual, manusia tidak akan terlepas dari bahaya dan 
musuh alami yang mengancam kelangsungan hidupnya. Misalnya : perang, 
penyakit, kemiskinan, kesedihan, dan lain-lain. 
c. Kebutuhan akan pengakuan kelompok atau kebutuhan sosial (Sosial 
needs). Kebutuhan ini mendorong seseorang untuk bertingkah laku 
tertentu agar dapat disukai dan disenangi selaku pribadi. Dengan tampilnya 
perilaku untuk disenangi orang lain, maka seseorang akan bisa bermanfaat 
atau berkumpul dengan orang lain. Sehingga memungkinkan akan terjalin 
kerja sama dalam kelompoknya. 
d. Kebutuhan akan penghargaan (Esteem needs). Adanya kebutuhan ini akan 
membuat seseorang bertingkah laku untuk mencapai sesuatu agar 
kebutuhan ini terpenuhi adalah status sosial. 
e. Kebutuhan akan perwujudan diri (Self actualization needs). Kebutuhan ini 
mendorong seseorang untuk selalu mengembangkan dirinya dan selalu 
berbuat yang terbaik bagi dirinya, dengan tujuan untuk mewujudkan 
kepuasan dirinya dan mampu membuktikan kemampuan yang dimilikinya. 
Untuk memenuhi kebutuhan manusia tersebut, setiap pribadi akan 
membutuhkan bantuan orang lain. Semakin banyak orang memerlukan bantuan 
orang lain itulah yang mendorong proses pelayanan. Intinya pelayanan dapat 
dikatakan sebagai suatu upaya membantu orang lain memenuhi kebutuhan 
hidupnya.jadi apabila dikaitkan dengan tingkat kebutuhan yang bersifat 
hierarkhis, maka pelayanan dan kebutuhan akan terkait satu sama lain. Pelayanan 




berkembang seiring dengan proses pelayanan yang berjalan, dalam arti setelah 
pelayanan yang di selenggarakan terhadap satu jenis kebutuhan maka akan 
muncul kebutuhan yang baru lagi. 
Moenir (2008: 10) mengemukakan bahwa :  
“pelayanan publik sebagai suatu bentuk kepentingan yang menyangkut 
orang banyak atau masyarakat, tidak bertentangan dengan norma dan 
aturan, yang kepentingan tersebut bersumber pada kebutuhan (hajat/hidup) 
orang banyak atau masyarakat”. 
 
Pelayanan publik terdiri dari dua kategori, yakni pelayanan dasar (substansif) 
dan pelayanan administrasi. Pelayanan dasar menyangkut kebutuhan dasar 
manusia, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pemukiman, dll. Sedangkan 
pelayanan administrasi menyangkut pelayanan pendataan sebagai konsekuensi 
dari status sebagai warga Negara, seperti pelayanan KTP, kartu keluarga, 
perizinan usaha, dll. 
Dalam konteks pelayanan yang di lakukan pemerintah sering di sebut dengan 
pelayanan publik. Adapun yang di maksud dengan pelayanan publik menurut 
Robert (1996) adalah : 
“Pelayanan publik adalah segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang 
dilaksanakan oleh instansi pemerintah pusat, di daerah dan lingkungan 
badan usaha milik negara atau daerah dalam, barang atau jasa baik dalam 
rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka 
pelaksanaan ketertibanketertiban.” 
 
Definisi Pelayanan Publik yang lain pun dikemukakan oleh Garvin dalam 
Harbani Pasolong (2008 :199) menyatakan bahwa: 
“Setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah 
manusia yangmemiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu 
kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak 





Pemberian layanan (melayani) keperluan orang lain atau masyarakat yang 
mempunyai kepentingan pada organisasi sesuai dengan aturan pokok atau cara 
yang ditetapkan didefenisikan sebagai pelayanan publik. Dalam Keputusan 
MENPAN Nomor 63 tahun 2003 pelayanan publik atau pelayanan umum dapat 
didefenisikan, 
“Sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik 
maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan 
dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di Pusat, di Daerah, dan di 
lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah 
dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam 
rangka pelaksanaan ketentuan perturan perundang-undangan.” 
 
Jadi dapat dikatakan bahwa hakekat pelayanan umum merupakan: 
1. Meningkatkan mutu dan produktifitas pelaksanan tugas dan fungsi 
instansi pemerintahan di bidang pelayanan umum. 
2. Mendorong upaya mengefektifkan system dan tata laksana pelayanan 
sehingga pelayanan umum dapat diselenggarakan secara berdaya guna 
dan berhasil guna. 
3. Mendorong tumbuhnya kreatifitas, prakarsa dan peran serta masyarakat 
dalam pembangunan serta meningkatkan kesejatraan masyarakat luas. 
Dalam pelayanan publik sendiri dapat diberikan dalam bentuk pelayanan 
fisik, non fisik maupun administratif. Berdasarkan fungsi pemerintahan dalam 
melakukan pelayanan publik terdapat 3 (tiga) fungsi pelayanan, yaitu : 
1. Pelayanan publik yang di lakukan dapat berupa environmental services 
misalnya dalam penyediaan sarana dan prasarana antara lain jalan, 




yang di berikan terhadap personel services antara lain pelayanan 
pendidikan dan kesehatan, keagamaan dan sebagainya. 
2. Pelayanan development services, yang bersifat enabling facilitating, atau 
penyediaan sarana dan prasarana yang dapat menunjang peningkatan 
pertumbuhan perekonomian. 
3. Pelayanan protective services yang bersifat pemberian pelayanan 
keamanan dan pelindungan yang di lakukan oleh polisi pamong praja, 
militer dan juga perlindungan dari bahaya kebakaran, bencana alam dan 
sebagainya. 
 Di samping ketiga pelayanan tersebut diatas apabila di lihat dari jenis 
pelayanan dalam perspektif structural, maka pelayanan tersebut terdiri dari: 
a) Sosial Investmen, atau pelayanan yang berkaitan dengan investasi sosial. 
Pelayanan ini mempunyai sifat langsung mendukung akumulasi kapital 
atau bahkan menyediakan capital. Pelayanan seperti ini banyak di lakukan 
dalam lembaga-lembaga perekonomian, misalnya Bank, Pasar Modal, dan 
sebagainya. 
b) Sosial Consumption, atau sering disebut dengan pelayanan yang berkaitan 
dengan barang konsumsi sosial. Dalam hal ini pelayanan bersifat tidak 
langsung mendukung akumulasi kapital, karena sifat dari pelayanan ini 
adalah sebagai pengantar atau sarana untuk peningkatan capital itu sendiri, 
misanya dengan menyediakan pelayanan untuk reproduksi tenaga kerja. 




Hasil yang di peroleh penerima pelayanan adalah tidak langsung untuk 
meningkatkan capital. 
c) Sosial Security, atau sering di sebut pelayanan keamanan sosial pelayanan 
ini sering di sebut juga dengan pelayanan yang tidak langsung tetapi setiap 
orang membutuhkan pelayanan ini. Dalam teori kebutuhan Abraham 
Maslow merupakan kebutuhan manusia pada tingkat yang kedua. 
Pelayanan keamanan sosial ini menyediakan pelayanan untuk keamanan 
kegiatan yang akan dapat menunjang akumulasi kapital. 
 Abidin (2010:71) mengatakan bahwa : 
“pelayanan public yang berkualitas bukan hanya mengacu pada 
pelayanan itu semata, juga menekankan pada proses penyelenggaraan 
atau pendistribusian pelayanan itu sendiri hingga ke tangan masyarakat 
sebagai consumer.” 
 
Aspek-aspek kecepatan, ketepatan, kemudahan, dan keadilan menjadi alat 
untuk mengukur pelayanan publik yang berkualitas.Hal ini berarti, pemerintahan 
melalui aparat dalam memberikan pelayanan public kepada masyarakat harus 
memperhatikan aspek kecepatan, ketepatan, kemudahan, dan keadilan. 
a. Bentuk Layanan 
Moenir (2008) dalam bukunya Manajemen Pelayanan umum di 
Indonesia.Pelayanan umum yang dilakukan oleh siapapun, bentuknya 
tidak terlepas dari hal-hal seperti berikut ini: 
a. Layanan dengan lisan 
Layanan dengan lisan biasanya dilakukan oleh petugas-petugas di 
bidang Hubungan Masyarkat (HUMAS), bidang layanan infomasi dan 




keterangan kepada siapapun yang memerlukan. Agar supaya layanan 
lisan berhasil sesuai dengan yang diharapkan, ada syarat-syarat yang 
harus dipenuhi oleh pelaku pelayanan yaitu:  
 Memahami benar masalah-masalah yang termasuk dalam bidang 
tugasnya. 
 Mampu memberikan penjelasan apa yang perlu dengan lancar, 
singkat tetapi cukup jelas,sehingga memuaskan masyarakat.  
 Bertingkah laku sopan dan ramah tamah.  
 Tidak melayani orang-orang yang ingin sekedar “ngobrol” dengan 
cara yang sopan. 
b. Layanan dengan tulisan 
Layanan melalui tulisan merupakan bentuk layanan yang paling 
menonjol dalam pelaksanan tugas.Tidak hanya dari segi jumlah, tetapi 
juga dari segi peranannya.Pada dasarnya layanan melalui tulisan cukup 
efisien terutama bagi layanan jarak jauh karena faktor biaya. Agar 
layanan dalam bentuk tulisan dapat memuaskan pihak yang 
dilayani,satu hal yang harus diperhatikan adalah faktor kecepatan, baik 
dalam pengolahan maupun dalam proses penyelesaiannya. 
Layanan tulisan terdiri atas dua golongan,yaitu: 
 Layanan berupa petunjuk, informasi dan yang sejenis ditujukan pada 
orang-orang yang berkepentingan, agar memudahkan mereka 




 Layanan berupa reaksi tertulis atas permohonan, laporan, keluhan, 
pemberian/penyerahan, pemberitahuan dan lain sebagainya. 
c. Layanan berbentuk perbuatan 
Pada umumnya layanan dalam bentuk perbuatan 70 -80% 
dilakukan oleh petugas-petugas tingkat menengah dan bawah.Karena 
itu faktor keahlian dan ketrampilan petugas sangat menentukan 
terhadap hasil perbuatan atau pekerjaan. 
1.1.1. Defenisi pelayanan yang berkualitas 
Selanjutnya pelayanan yang berkualitas menurut Osborne dan Gebler 
(1995), serta Bloom (1981), antara lain memiliki ciri-ciri seperti: tidak prosedural 
(birokratis), terdistribusi dan terdesentralisasi, serta berorientasi kepada 
pelanggan. 
Sinambela dkk. (2006:6), mengatakan bahwa kualitas pelayanan prima 
tercemin dari: transparansi yaitu pelayanan yang bersifat terbuka, muda dan dapat 
diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai 
serta mudah dimengerti, akuntabilitas yaitu pelayanan dapat 
dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, 
kondisional yaitu pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi 
dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan 
efektivitas, partisipatif yaitu pelayanan yang dapat mendorong peran serta 
masyarakat dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat, 
kesamaan hak yaitu pelayanan yang tidak melakukan diskriminasi dilihat dari 




keseimbangan hak dan kewajiban yaitu pelayanan yang mempertimbangkan aspek 
keadilan antara pemberi dan penerima pelayanan publik. 
Kasmir (2005:31), mengatakan bahwa pelayanan yang baik adalah 
kemampuan seseorang dalam memberikan pelayanan yang dapat memberikan 
kepuasan kepada pelanggan dengan standaryang ditentukan. 
Menurut Zethaml & Haywood farmer dalam Warella (1997: 17), 
mengatakan ada tiga karakteristik utama tentang pelayanan, yaitu: intangibility, 
heterogeinity, dan inseparability. 
Intangibility berarti bahwa pelayanan pada dasarnya bersifat performance 
dan hasil pengalaman dan bukannya objek. Kebanyakan pelayanan tidak dapat 
dihitung, diukur, diraba, atau dites sebelum disampaikan untuk menjamin kualitas. 
Berbeda dengan barang yang di hasilkan oleh suatu pabrik yang dapat dites 
kualitasnya sebelum disampaikan pada pelanggan. 
Heterogeinity berarti pemakai jasa atau klien atau pelanggan memiliki 
kebutuhan yang sangat heterogen. Pelanggan dengan pelayanan yang sama 
mungkin mempunyai prioritas berbeda. Demikian pula performance sering 
bervariasi dari suatu prosedur ke prosedur lainnya bahkan dari waktu ke waktu. 
Inseparability berarti bahwa produksi dan konsumsi suatu pelayanan tidak 
terpisahkan. Konsekuensinya di dalam industri pelayanan kualitas tidak 
direkayasa ke dalam produksi disektor pabrik dan kemudian disampaikan kepada 
pelanggan. Kualitas terjadi selama interaksi antara klien dan penyedia jasa. 
Mengetahui kualitas pelayanan yang diberikan oleh suatu organisasi penting 




dilakukan paling tidak organisasi atau instansi yang bersangkutan sudah punya 
“concern” pada pelanggannya. Pada akhirnya, bisa jadi berusaha maksimal untuk 
memenuhi kepuasan pelanggan yang dilayani. 
Pelayanan berkualitas atau pelayanan prima yang berorientasi pada 
pelanggan sangat tergantung pada kepuasan pelanggan. Lukman (1999), 
menyebut salah satu ukuran keberhasilan menyajikan pelayanan yang berkualitas 
(prima) sangat tergantung pada tingkat kepuasan pelanggan yang dilayani. 
Pendapat tersebut artinya menuju kepada pelayanan eksternal, dari perspektif 
pelanggan, lebih utama atau lebih didahulukan apabila ingin mencapai kinerja 
pelayanan yang berkualitas. 
Sementara itu Gerson (2002:55), menyatakan pengukuran kualitas internal 
memang penting. Tetapi semua itu tidak ada artinya jika pelanggan tidak puas 
dengan yang diberikan. Untuk membuat pengukuran kualitas lebih berarti dan 
sesuai, “tanyakan“ kepada pelanggan apa yang mereka inginkan, yang bisa 
memuaskan mereka. 
Pendapat tersebut dapat diartikan bahwa kedua sudut pandangtentang 
pelayanan itu penting, karena bagaimanapun pelayanan internal adalah langkah 
awal dilakukannya suatu pelayanan. Akan tetapi pelayanan tersebut harus sesuai 
dengan keinginan pelanggan yang dilayani. Artinya bagaimana upaya untuk 
memperbaiki kinerja internal harus mengarah/merujuk pada apa yang diinginkan 
pelanggan (eksternal). 
Kalau tidak demikian bagaimanapun peforma suatu organisasi tetapi kalau 




organisasi tersebut akan dinilai tetap tidak bagus. Oleh karena itu pertama-tama 
penting untuk mengetahui kualitas pelayanan dari perspektif pelanggan, selain 
agar organisasi tersebut “survive” juga agar kinerjanya dapat lebih ditingkatkan 
lagi. 
Servqual ini asal mulanya dari dunia bisnis, walaupun kemudian tidak 
sedikit diadopsi untuk organisasi publik. Walaupun konsep tentang service quality 
(servqual) yang dikemukakan para ahli tersebut secara unuversal tidak seragam 
tetapi semua itu dapat menambah pemahaman secara mendalam tentang servqual 
tersebut. Salah satu teori tentang servqual yang banyak dikenal adalah servqual 
yang dikemukakan oleh Zeithami-Parasuraman-Berry (1990). 
Menurut Zeithami, kepuasan seorang konsumen untuk mengosumsi atau 
tidak mengosumsi suatu barang atau jasa dipengaruhi oleh berbagai faktor antara 
lain adalah persepsinya terhadap kualitas pelayanan. Dengan kata lain, baik 
buruknya kualitas pelayanan yang diberikan provider (penyedia layanan) 
tergantung persepsi konsumen atau pelayanan yang diberikan. Pernyataan ini 
menunjukkan adanya interaksi yang kuat antara “kepuasan konsumen” dengan 
kualitas pelayanan. 
 Menurut Zeuthami-Parasuraman-Berry (1990), untuk mengetahui kualitas 
pelayanan yang dirasakan secara nyata oleh konsumen, ada indikator ukuran 
kepuasan konsumen yang terletak pada lima dimensi kualitas pelayanan menurut 
apa yang dikatakan konsumen. Kelima dimensi servqual tersebut, yaitu: 
1. Tangibles: kualitas pelayanan berupa sarana fisik perkantoran, 




2. Reliability: kemampuan dan keandalan untuk menyediakan pelayanan 
yang terpercaya. 
3. Responsive: kesanggupan untuk membantu dan menyediakan 
pelayanan secara cepat dan tepat, serta tanggap terhadap keinginan 
konsumen. 
4. Assurance: kemampuan dan keramahan serta sopan santun pegawai 
dalam meyakinkan kepercayaan konsumen. 
5. Empathy: sikap tegas tetapi penuh perhatian dari pegawai terhadap 
konsumen. 
1.1.2. Kriteria kualitas pelayanan 
Kriteria yang digunakan untuk melakukan penilaian kualitas pelayanan 
publikdengan mengacu pada Kepmen PAN Nomor 81 Tahun 1993 adalah sebagai 
berikut: 
1. Kriteria kuantitatif 
a. Kesederhanaan, yaitu bahwa prosedur/tata cara pelayanan 
diselenggarakan secara mudah, lancer, cepat, tepat, tidak berbelit-
belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan oleh masyarakat 
yang menerima pelayanan. 
b. Kejelasan dan kepastian yaitu mencakup: prosedur/tata cara 
pelayanan, persyaratan pelayanan baik persyaratan teknis maupun 
administratif, unit kerja dan atau pejabat yang berwewenang dan 




biaya/tarif pelayanan dan tata cara pembayarannya, jadwal waktu 
penyelesaian pelayanan. 
c. Keamanan, yaitu bahwa proses hasil pelayanan dapat memberikan 
keamanan, kenyamanan dan kepastian hukum bagi masyarakat. 
d. Keterbukaan, yaitu prosedur/tatacara, persyaratan, satuan 
kerja/pejabat penanggungjawab pemberi pelayanan, waktu 
penyelesaian, rincian biaya/tarif serta hal-hal lain yang berkaitan 
dengan proses pelayanan wajib ditransformasikan secara terbuka 
agar mudah diketahui oleh masyarakat, baik diminta maupun 
tidak diminta. 
e. Efisiensi, yaitu bahwa persyaratan pelayanan hanya dibatasi hal-
hal yang berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran 
pelayanan dengan tetap memperhatikan keterpaduan antara 
persyaratan dengan produk pelayanan yang diberikan, dicegah 
adanya pengulangan pemenuhan persyaratan dalam hal proses 
pelayanan masyarakat bersangkutan mempersyaratkan adanya 
kelengkapan persyaratan satuan kerja/instansi pemerintah lain 
yang terkuat. 
f. Ekonomis, yaitu bahwa pengenaan biaya pelayanan harus 
ditetapkan secara wajar dengan memperhatikan: nilai barang atau 
jasa pelayanan masyarakat tidak menuntut biaya terlalu tinggi di 




membayar, ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 
g. Keadilan, yaitu bahwa pelaksanaan pelayanan publik dapat 
diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan. 
2. Kriteria kualitatif 
a. Jumlah warga/masyarakat yang meminta pelayanan (per hari, per 
bulan, atau per tahun) serta perkembangan pelayanan dari waktu 
ke waktu, apakah meninjukkan peningkatana atau tidak. 
b. Lamanya waktu pemberian pelayanan. 
c. Ratio/perbandingan antara jumlah pegawai/tenaga yang ada 
dengan jumlah warga/masyarakat yang meminta pelayanan untuk 
meninjukkan tingkat produktivitas kerja. 
d. Penggunaan perangkat-perangkat modern untuk mempercepat dan 
mempermudah pelaksanaan. 
e. Frekuensi keluhan dan/atau pujian dari masyarakat mengenai 
kinerja pelayanan yang diberikan, baik melalui media massa 
maupun melalui kotak saran yang disediakan. 
f. Penilaian fisik lainnya, misalnya kebersihan dan kesejukan 
lingkungan, motivasi kerja pegawai dan lain-lain aspek yang 
mempunyai pengaruh langsung terhadap kinerja pelayanan 
publik. 
Kepmen PAN Nomor 58 Tahun 2002 lebih komprehensif dari 




2002selain menyebut 7 (tujuh) dimensi pengukuran juga membuat metode 
penilaian, termasuk kuesioner untuk melakukan survey (Form B) dan 
kuesioner untuk melakukan observasi (form A). Sedangkan Kepmen PAN 
No.81 Tahun 1993 hanya sampai pada dimensi pengukuran. 
Kepmen PAN Nomor 58 Tahun 2002 memuat tujuh dimensi yang 
dapat dijadikan dasar untuk mengukur kinerja pelayanan publik instansi 
pemerintah serta BUMN/BUMD. Ketujuh dimensi tersebut masing-masing 
dikembangkan menjadi dua pertanyaan, sehingga terdapat 14 pertanyaan 
yang ada dalam kuesioner dalam Kepmen PAN tersebut, (setiap satu 
dimensi ada dua item pertanyaan), ketujuh dimensi pelayanan publik 
tersebut adalah sebagai berikut. 
a. Kesederhanaan prosedur pelayanan, yaitu mencakup apakah telah 
tersedia prosedur tetap/Standar Operasional Pelayanan (SPO), apakah 
tersedia prosedur pelayanan secara terbuka, bagaimana dalam 
pelaksanaannya, apakah telah dilaksanakan secara konsisten dan 
bagaimana tingkat kemudahan dalam mendukung kelancaran pelayanan. 
Ada dua item pertanyaan yang dikemukakan dari variable ini, yaitu: 
kemudahan/kecepatan prosedur dalam proses pelayanan, dan kesulitan 
mengurus pernyataan dalam proses pelayanan. 
b. Keterbukaan informasi pelayanan, yaitu mencakup apakah ada 
keterbukaan informasi mengenai prosedur, persyaratan dan biaya 
pelayanan, apakah dengan jelas dapat diketahui masyarakat, apakah 




menunjang kelancaran pelayanan. Ada dua item pertanyaan yang 
dikemukakan dari variable ini, yaitu: keterbukaan mengenai prosedur, 
persyaratan, biaya dalam pelayanan, dan keterbukaan sikap petugas 
dalam memberi pelayanan. 
c. Kepastian pelaksanaan pelayanan, yaitu mencakup apakah variabel 
waktu pelaksanaan dan biayanya, apakah waktu yang digunakan dalam 
proses pemberian pelayanan sesuai dengan jadwal yang ada, dan apakah 
biaya yang dipumgut atau dibayar oleh masyarakatsesuai dengan 
tarif/biaya yang ditentukan. Ada dua item pertanyaan yang dikemukakan 
dari variabel ini, yaitu: ketepatan waktu penyelesaian, kesesuaian biaya 
yang dbayar dengan tarif resmi. 
d. Mutu produk pelayanan, yaitu kualitas pelayanan meliputi aspek cara 
kerja pelayanan, apakah cepat/tepat, apakah hasil kerjanya 
baik/rapi/benar/layak. Ada dua item pertanyaan yang dikemukakan dari 
variabel ini, yaitu: kepuasan terhadap mutu produk pelayanan, 
kemudahan dalam mengurus pelayanan. 
e. Tingkat profesional petugas, yaitu mencakup bagaimana tingkat 
kemampuan keterampilan kerja petugas mengenai, sikap, perilaku dan 
kedisiplinan dalam memberikan pelayanan, apakah ada kebijakan untuk 
memotivasi semangat kerja para petugas. Ada dua item pertanyaan yang 
dikemukakan dari variabel ini, yaitu: sikap dan semangat kerja petugas 





f. Tertib pengelolaan administrasi dan manajemen, yaitu mencakup 
bagaimana kegiatan pencatatan administrasi pelayanan, pengelolaan 
berkas, apakah dilakukan dengan tertib, apakah terdapat motto kerja, dan 
apakah pembagian tugas dilaksanakan dengan baik serta kebijakan 
setempat yang mendorong motivasi dan semangat kerja para petugas. 
Ada dua item pertanyaan dari variabel ini, yaitu: cara petugas mengelola 
dan menyimpan dokumen atau berkas pelayanan, ketersediaan fasilitas 
penunjang kelancaran, kemudahan dalam pelayanan, misalnya telepon, 
media pengunguman, monitor tv dan lain-lain. 
g. Sarana dan prasarana pelayanan, yaitu mencakup keberadaan dan 
fungsinya, bukan hanya penampilannya tetapi sejauh mana fungsi dan 
daya guna dari sara atau fasilitas tersebut dalam menunjang kemudahan, 
kelancaran proses pelayanan dan memberikan kenyamanan pada 
pengguna pelayanan. Ada dua item pertanyaan dari variabel ini, yaitu: 
kenyamanan konsumen atas fasilitas pelayanan yang ada, seperti ruang 
tunggu/AC dan tempat duduk dan toilet, ketertiban dan kebersihan 
lingkungan kerja di instansi pelayanan. 
Selanjutnya, tahun 2004 keluar lagi Kepmen PAN No. 25 tahun 2004. 
Selain mencantumkan kuesioner untuk melakukan survey, juga mencakup 
langkah-langkah penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Satu hal 
lagi yang diatur dalam ketetapan MENPAN sebelumnya adalah bahwa 
Kepmen PAN No. 25 tahun 2004 menetapkan “jumlah responden minimal 




Kepmen PAN Nomor 25 tahun 2004 menetapkan 14 unsur minimal 
yang harus ada untuk dasar pengukuran IKM, yang kemudian 
diimplementasikan kedalam 14 kuesioner (pertanyaan) ke 14 unsur tersebut 
adalah sebagai berikut. 
1. Prosedur pelayanan, yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang 
diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur 
pelayanan. 
2. Persyaratan pelayanan, yaitu persyaratan teknis dan administratif yang 
diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis 
pelayanannya. 
3. Kejelasan petugas pelayanan, yaitu keberadaan dan kepastian petugas 
yang memberikan pelayanan (nama, jabatan serta kewenangan dan 
tanggung jawab). 
4. Kedisiplinan petugas pelayanan, yaitu kesungguhan petugas dalam 
memberikan pelayanan terutama terhadap konsistensi waktu kerja 
sesuai ketentuan yang berlaku. 
5. Tanggungjawab petugas pelayanan, yaitu kejelasan wewenang dan 
tanggungjawab dalam penyelenggaraan dan penyelesaian pelayanan. 
6. Kemampuan petugas pelayanan, yaitu tingkat keahlian dan 
keterampilan yang dimiliki petugas dalam memberikan/menyelesaikan 




7. Kecepatan pelayanan, yaitu target waktu pelayanan dapat diselesaikan 
dalam waktu yang telah ditentukan oleh unit penyelenggaraan 
pelayanan. 
8. Keadilan mendapatkan pelayanan, yaitu pelaksanaan pelayanan dengan 
tidak membedakan golongan/status masyarakat yang dilayani. 
9. Kesopanan dan keramahan petugas, yaitu sikap dan perilaku petugas 
dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara spontan dan 
ramah serta saling menghargai dan menghormati. 
10. Kewajaran biaya pelayanan, yaitu keterjangkauan masyarakat terhadap 
besarnya biaya yang ditetapkan oleh pelayanan. 
11. Kepastian biaya pelayanan, yaitu kesesuaian antara biaya yang 
dibayarkan dengan biaya yang telah ditetapkan. 
12. Kepastian jadwal pelayanan, yaitu pelaksanaan waktu pelayanan, sesuai 
dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 
13. Kenyamanan lingkungan, yaitu kondisi sarana dan prasarana pelayanan 
yang bersih, rapi dan teratur sehingga dapat memberikan rasa nyaman 
kepada penerima layanan. 
14. Keamanan pelayanan, yaitu terjadinya tingkat keamanan lingkungan 
unit penyelenggaraan pelayanan ataupun saran yang digunakan, 
sehingga masyarakat merasa tenang untuk mendapat pelayanan 






1.2. Pelayanan Kesehatan 
Kesehatan yang baik atau kesejahteraan adalah suatu kondisi dimana tidak 
hanya  bebas  dari  penyakit.  Sehat  adalah  sebuah  keadaan  yang dinamis yang 
berubah secara  terus menerus sesuai dengan adaptasi individu terhadap berbagai 
perubahan yang ada di lingkungan internal dan eksternalnya untuk 
mempertahankan keadaan fisik, emosional, intelektual,  sosial,  perkembangan 
dan spritual yang sehat. Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 
menjelaskan bahwa:   
“Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual 
maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif 
secara sosial dan ekonomis”.  
 
Dan juga telah ditetapkan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan 
kesehatan. Oleh karena itu, setiap elemen masyarakat baik individu, keluarga, 
berhak memperoleh pelayanan atas kesehatannya dan pemerintah 
bertanggungjawab mencanangkan, mengatur menyelenggarakan dan mengawasi 
penyelenggaraan kesehatan secara merata dan terjangkau oleh masyarakat.   
Adapun sumber daya di bidang kesehatan yang dimaksud dalam Undang-
Undang tentang kesehatan tersebut adalah  segala  bentuk dana,  tenaga,  
perbekalan  kesehatan, sediaan farmasi dan alat  kesehatan serta  fasilitas 
pelayanan kesehatan dan teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan 
upaya kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau 
masyarakat.  
Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, 




kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi 
pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.  
Untuk  mewujudkan  derajat  kesehatan  yang  setinggi-tingginya bagi  
masyarakat,  diselenggarakan  upaya  kesehatan  yang terpadu  dan  menyeluruh  
dalam  bentuk  upaya  kesehatanperseorangan dan upaya kesehatan masyarakat. 
Upaya  kesehatan  diselenggarakan  dalam  bentuk  kegiatan dengan  pendekatan  
promotif,  preventif,  kuratif,  danrehabilitatif  yang  dilaksanakan  secara  terpadu,  
menyeluruh, dan berkesinambungan. 
Standar pelayanan puskesmas memiliki struktur retribusi pelayanan kesehatan 
berdasarkan peraturan daerah kabupaten Kampar No 8 Tahun 2003. Retribusi 
pelayanan kesehatan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran  atas pelayanan 
jasa kesehatan  di puskesmas yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah 
daerah untuk kepentingan serta dinikmati oleh orang pribadi atau badan. 
         Retribusi pelayanan kesehatan di pungut retribusi  izin pelayanan kesehatan 
dipuskesmas, subjek restribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang 
mendapatkan pelayanan kesehatan dan objek restribusi adalah setiap orang pribadi 
atau badan hukum yang mendapatkan pelayanan fasilitas kesehatan yang ada 
dalam Puskesmas.  
         Restribusi  pelayanan kesehatan adalah golongan restribusi jasa umum.  
Struktur besarnya restribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas dalam jenis 






1.3. Konsep Puskesmas 
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 75 tahun 2014 
tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) adalah fasilitas pelayanan 
kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya 
kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya 
promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang 
setinggi-tingginya di wilayah kerjanya. Pembangunan kesehatan yang 
diselenggarakan di Puskesmas bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang :  
1. memiliki perilaku sehat yang meliputi kesadaran, kemauan dan 
kemampuan hidup sehat; 
2. mampu menjangkau pelayanan kesehatan bermutu  
3. hidup dalam lingkungan sehat; dan  
4. memiliki derajat kesehatan yang optimal, baik individu, keluarga, 
kelompok dan masyarakat.  
Puskesmas merupakan organisasi fungsional yang menyelenggarakan upaya 
kesehatan yang bersifat menyeluruh, terpadu, merata, dapat diterima dan 
terjangkau oleh masyarakat, dengan peran serta aktif masyarakat dan 
menggunakan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna, 
dengan biaya yang dapat dipikul oleh pemerintah dan masyarakat. Upaya 
kesehatan tersebut diselenggarakan dengan menitikberatkan kepada pelayanan 
untuk masyarakat luas guna mencapai derajad kesehatan yang optimal, tanpa 




Puskesmas merupakan unit pelaksana teknis kesehatan di bawah supervisi 
Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Secara umum, mereka harus memberikan 
pelayanan preventif, promotif, kuratif sampai dengan rehabilitatif baik melalui 
upaya kesehatan perorangan (UKP) atau upaya kesehatan masyarakat (UKM). 
Puskesmas dapat memberikan pelayanan rawat inap selain pelayanan rawat jalan.  
Untuk memberikan pelayanan yang baik tentunya selalu diusahakan adanya 
peningkatan kualitas pelayanan guna mencapai derajat kesehatan yang optimal 
bagi seluruh masyarakat. Keberadaan Puskesmas sangat bermanfaat bagi keluarga 
tidak mampu. Dengan adanya puskesmas, setidaknya dapat menjawab kebutuhan 
pelayanan masyarakat yang memadai yakni pelayanan kesehatan yang mudah 
dijangkau. 
Puskesmas berfungsi sebagai :  
1.     Pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan .  
2.     Pusat pemberdayaan keluarga dan masyarakat.  
3.     Pusat pelayanan kesehatan strata pertama.  
Secara umum, pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Puskesmas 
meliputi pelayanan kuratif (pengobatan), preventif (upaya pencegahan), promotif 
(peningkatan kesehatan) dan rehabilitasi (pemulihan kesehatan).   
Syarat pendirian Puskesmas berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan 
Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 pasal 10 ayat 1 dan 2 yaitu geografis, 
aksesibilitas untuk jalur transportasi, kontur tanah, fasilitas parker, fasilitas 
keamanan, ketersediaan utilitas public, pengelolaan kesehatan lingkungan dan 




Selain persyaratan sebagaimana dimaksud, pendirian Puskesmas harus 
memperhatikan ketentuan teknis pembangunan bangunan gedung negara.  
Untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggitingginya 
melalui upaya kesehatan seperti yang dicanangkan dalam Peraturan menteri 
kesehatan republik Indonesia nomor 75 tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan 
Masyarakat (Puskesmas) perlu adanya pelayanan kesehatan yang baik dan 
berkualitas oleh penyelenggara kesehatan, oleh sebab itu dituntut kinerja yang 
tinggi dari penyelenggara kesehatan itu sendiri.  
 
2.4. Pandangan Islam Tentang Konsep Penelitian 
2.4.1. QS. Al-Baqarah : 267 
 
Artinya : Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) 
sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa 
yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu dan janganlah kamu 
memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan darinya padahal 
kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan 
memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah 
Maha Kaya lagi Maha Terpuji. 
 
2.5. Penelitian Terdahulu 
1. Budiarto (2015), judul penelitiannya yaitu Kualitas Pelayanan Kesehatan 
Puskesmas Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang. Berdasarkan hasil 




pada kategori persentase baik sehingga kualitas pelayanan kesehatan 
Puskesmas di Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang dilihat dari 
dimensi Ketampakan Fisik (Tangibles) dinilai sudah berkualitas. Dimensi 
Keandalan (Reliability) juga berada pada kategori persentase baik 
sehingga kualitas pelayanan kesehatan Puskesmas di Kecamatan 
Enrekang Kabupaten Enrekang dilihat dari dimensi Keandalan 
(Reliability) dinilai sudah berkualitas. Dimensi Daya Tanggap 
(Responsiveness) berada pada kategori persentase  sangat baik  sehingga 
kualitas pelayanan kesehatan Puskesmas di Kecamatan Enrekang 
Kabupaten Enrekang dilihat dari dimensi Daya Tanggap 
(Responsiveness) dinilai sudah berkualitas. Dimensi Jaminan (Ansurance) 
berada pada kategori persentase sangat baik sehingga kualitas pelayanan 
kesehatan Puskesmas di Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang 
dilihat dari dimensi Jaminan (Ansurance) dinilai sudah berkualitas. 
keseluruhan dimensi Jaminan (Ansurance) sudah baik dengan kata lain 
pelayanan sudah berkualitas. Dimensi Empati (Emphaty) berada pada 
kategori persentase baik sehingga kualitas pelayanan kesehatan 
Puskesmas di Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang dilihat dari 
dimensi Empati (Emphaty) dinilai sudah berkualitas. Kelima dimensi 
kualitas pelayanan yang digunakan untuk mengetahui kualitas pelayanan 
kesehatan Puskesmas di Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang 




disimpulkan bahwa pelayanan kesehatan Puskesmas di Kecamatan 
Enrekang Kabupaten Enrekang berkualitas. 
2. Dinik retnowati (2008), judul penelitiannya yaitu Kualitas Pelayanan 
Kesehatan di Puskesmas Bringin Kabupaten Semarang (analisis tingkat 
kepuasan masyarakat). Hasil penelitiannya yaitu Kualitas pelayanan 
kesehatan pada Puskesmas Bringin Kabupaten Semarang termasuk dalam 
kategori SANGAT BAIK, dengan memperoleh nilai IKM sebesar 81,825 
dengan mutu pelayanan A. 
3. Rizqiana adawiyah (2015), judul penelitiannya yaitu Gambaran Kualitas 
Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Sedan Kabupaten Rembang Jawa. 
Hasil penelitiannya adalah kualitas pelayanan puskesmas Sedan pada 
dimensi wujud nyata kurang memuaskan, dimensi keandalan kurang 
memuaskan, dimensi daya tanggap sangat memuaskan, dimensi jaminan 






































































































2.6. Defenisi Konsep 
Menurut Muhammad Nazir (2005:126) defenisi konsep adalah suatu 
defenisi yang diberikan kepada suatu variabel dengan cara memberikan arti atau 
menspesifikkan kegiatan ataupun memberikan suatu operasional yang diperlukan 
untuk mengukur variabel. 
1. Kualitas Pelayanan Publik merupakan kesesuaian dengan 
persyaratan/tuntutan, kecocokan pemakaian, perbaikan atau 
penyempurnaan keberlanjutan, bebas dari kerusakan, pemenuhan 





2. Kualitas Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dapat 
memuaskan setiap pemakai jasa pelayanan kesehatan yang sesuai dengan 
tingkat kepuasan rata-rat penduduk serta penyelenggaraannya sesuai 
dengan standard an kode etik profesi. 
3. Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan 
upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat 
pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk 
mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah 
kerjanya. 
 
2.7. Konsep Operasional 
Konsep Indikator Sub Indikator 
Peraturan Daerah 




















a. Rawat jalan  
b. Rawat inap  
c. UGD  
 
a. Rawat jalan  
b. Rawat inap  
c. UGD  
 
a. Rawat jalan  
b. Rawat inap  
c. UGD  
 
a. Rawat jalan (10-15 
menit) 
b. Rawat inap (1-3 hari) 
c. UGD (2 jam) 
Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 tahun 2003 mengenai 










   







Analisis Pelaksanaan Pelayanan 
Kesehatan di Puskesmas 




Tambang (Perda Kab. 
Kampar No 8 Tahun 2003) 
Persyaratan pendaftaran Pemeriksaan  Biaya, Rp.0 Waktu  
Terwujudnya 
pelayanan yang baik 
